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TTITTIIITG
PEMBERIAII rizln PEIIDIRIAII / OpEnASrOltAL

MADRASAIT ALIYAH AI-I'DIIDItrAH KABI'PATEIT .'OUBA'rG
PROPNTSI JAWA TTMI'R

Menimbang i a.

Mengingat :1.

DII{GAT NAHUIII TI'HAI{ YAI|G UAHA DSA

UEI|TERI AGAilA RTPI'BLIK IIIDOIITSIA,

balwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggara,kan madrasah sesuai dengan staldar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendkiaa madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Iampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaim*rna dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan lzlla Pendirian/Operasional MADRASAH
ALIYAH ALI'DADIYYAH KABUPATEN JOMBANG Provinsi
Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambalan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O05 tentang Startdar
Nasional Pendidikan (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tamba}an kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 20O5 tentang Standar Nasi,onal Pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambatmn
Irmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 91, Tambahaa kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

2.

3.



Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintalr Nomor 17 Tahun 2010 tent€ng
Pengelolaan dal Penyelenggaraal Pendidikan (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 23, Tambalan
Iembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubaban Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 201O tentang PengeloLaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tent rg Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, da.rr Sekolah Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
t€ntang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentalg Perubahaa Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Mirrimal Pendidikan di Kabupate lrlKota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikaa Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direhur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tent€ng Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggaralan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanj angan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
JOMBANG Nomor : IKd.l5.l2/2/PP.OO/38tl2Ot6 Tanggal 14
Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AI-I'DADTYYAH
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangaa izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimala tercantum dal4an Lampiran yarg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madxasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketenfiran peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaf ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa{o
pada tanggal 25 April 2O16

INDONESIAa.n. MENIERI

t30 l98zo3lot4lo((ht'q



I.AMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1339 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERTAN IZIN PENDIRI.AN/ OPERASIONAL
MADRASAH ALNAH ALI'DADIYYAH
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

INDONESIA

1 Nqlna Madrasah ALI'DADIYYAH

2 Nomor Statistik Madrasah 131235170051

3 Alamat Madrasah JL. MERPATI NO. 09 TAMBAKBERAS
TAMBAKREJO

KECAMATAN JOMBANG

KABUPATEN JOMBANG

PROVINSI JAWATIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRUL
ULUM TAMBAKBERAS

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 20, MASRUCHIN,SH,M.HUM

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

4HU.2360.AH.0 1.04.Tahun.20 10 /
14 JUNI 2O1O

MENTERI AGAMA

1301987031014 l{


